Menimbang

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lebak harus dikelola secara tertib dan
akuntabilitas sesuai dengan azas-azas pengelolaan
keuangan daerah, sehingga perlu diatur
pelaksanaannya secara komprehensif:

bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sudah tidak dapat mengakomodir
dinamika  peraturan  perundang-undangan dan
kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi ~ Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);




10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
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Laporan  Pertanggungjawaban  Bendahara  serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017
tentang tata cara Pembayaran Uang Lembur dan Uang
Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil
Negara, Satuan Pengamanan, Pengemudi, Petugas
Kebersihan dan Pramubakti. (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 911);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2019 Nomor 139);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat



Memperhatikan

Menetapkan

27,

28.

29.

30.

31.
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
766);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2006 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 20168);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun
2016 Tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Adjidarmo yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor
3);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non
Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Surat Edaran Bupati Lebak Nomor 900/617-
BPKAD/VIII/2017 tentang Implementasi Transaksi
Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten Lebak;

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Lebak.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom:.
Bupati adalah Bupati Lebak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lebak, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yvang menjadi kewenangan Daerah.
Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang

melaksanakan satu atau beberapa program.
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Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat
BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang melakukan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan
sebagai perangkat Kecamatan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.,
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah kepala daerah yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
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anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
penggunaan barang milik daerah pada Perangkat
Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BUD,

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian  kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Perangkat Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja
Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD selanjutnya
disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat  yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPKD.
Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah adalah
pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,
mengusulkan pembayaran atas kelebihan penerimaan
pendapatan pada tahun berjalan, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Perangkat Daerah.
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Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk untuk menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka penerimaan uang yang bersumber dari
transaksi PPKD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah dan SKPKD.
Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara
Penerimaan untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan laporan pendapatan asli
daerah dalam rangka pelaksanaan APBD,

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
pelaksana yang ditunjuk untuk membantu KPA dalam
menatausahakan dan  mempertanggungjawabkan
belanja kegiatan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang
diserahi fugas untuk mengurus barang daerah dalam
proses pemakaian yang ada disetiap Perangkat Daerah.
Pembantu Pengurus Barang Milik Daerah adalah
pegawal yang diserahi tugas untuk membantu
mengurus barang milik daerah dalam proses
pemakaian yang ada disetiap Perangkat Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk
menampung  seluruh  penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat

penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala

«1G=
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daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah
vang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara
pendapatan daerah dan belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara
pendapatan daerah dan belanja daerah,

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar
kembali.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, Badan,
Lembaga dan organisasi kemasyarakatan vyang

berbadan hukum indonesia yang secara spesifik telah
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ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib, dan
mengikat serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang  penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa
uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta
lembaga non pemerintahan yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundangan atau akibat lainnya yang sah.

Dana Cadangan Daerah adalah dana yang disisihkan
guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti,
manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adatah badan wusaha vyang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan
peraturan perundangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA

i i i
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untuk mengambil Keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa atau Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa untuk mengelola Pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi atau
Pejabat Fungsional atau Personil yang bertugas
melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan
langsung dan/atau e-purchasing.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah Pejabat administrasi/pejabat
fungsional/personil  yang  bertugas  memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah Tim yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan barang/jasa.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.
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Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau badan.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan.

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang
digunakan untuk keperluan penanganan bencana
alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya
disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia
bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

Barang Milik Daerah adalah semua barang vang dibeli
atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari

-14 -
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perolehan lainnya yang sah.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan /bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuan
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat LS
adalah pembayaran langsung kepada Bendahara
Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah
kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah
Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TU adalah tambahan wuang muka vyang diberikan
kepada bendahara pengeluaran/bendahra pengeluaran
pembantu untuk membiavai pengeluaran atas
pelakanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang
persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran unfuk
penerbitan SP2D.

surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban




73.

74.

79.

76.

77.

78.

pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai
uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti uang persediaan yang telah
dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari
Jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan,

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD
kepada penyedia.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan
secbagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

Probity advice adalah suatu integritas, kebenaran dan
kejujuran yang digunakan untuk mencegah terjadinya
korupsi atau ketidakjujurandan untuk memastikan
bahwa proses penyelenggaraan pengadaan barang dan
jasa dilaksanakan secara wajar, obyektif, transparan,
dan akuntabel.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Lebak.
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Surat Penyediaan Dana Anggaran yang selanjutnya
disingkat SPD-Anggaran adalah dokumen yang
menyatakan  ketersediaan dana/anggaran untuk
melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah per
kegiatan per triwulan sebagai dasar pengajuan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP)/Surat  Perintah
Membayar (SPM).

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas
melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan
tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri.

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan
Dinas.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit
kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari  keuntungan, dan dalam  melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya
disingkat FKTP atau dapat disebut Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas kesehatan
yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang

bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi,
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diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayan
kesehatan lainnya.

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan
sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat
terhadap sesuatu.

Transaksi Non Tunai adalah proses pemindahan
sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain
dengan  menggunakan instrumen berupa Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet
giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah
instrumen pembayaran non tunai yang terdiri atas
kartu kredit dan kartu debet,

Cek adalah perintah tertulis nasabah kepada bank
untuk menarik sejumlah dana tertentu atas namanya
atau atas unjuk. Cek dapat terbilang sah dan resmi
apabila sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan.
Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada
bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut,
untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening
yang bersangkutan kepada pihak penerima yang
disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank
vang sama atau bank yang lain.

Uang Elektronik (Uang Digital) adalah uang yang
digunakan dalam transaksi dengan cara elektronik.
Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau store
value atau prabayar atau pre-paid yang dapat
digunakan untuk pembayaran,

Cash Management Service (CMS) adalah solusi
perbankan yang terintegrasi dan dirancang untuk
membantu nasabah dalam mengatur cash flow yang
efektif dan efisien.

Standing Instruction (SI} adalah layanan transaksi

pemindahbukuan (over booking) antar rekening bank.
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93. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di
luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan
schingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori
keadaan kahar adalah peperangan, kerusuhan,
revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan
bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh

pejabat/instansi yang berwenang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Pedoman Pelaksanaan APBD dimaksudkan sebagai
acuan bagi Perangkat Daerah dan SKPKD/PPKD dalam
pelaksanaan APBD.
(2) Pedoman Pelaksanaan APBD bertujuan agar APBD
Kabupaten Lebak dikelola secara tertib berdasarkan

azas-azas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran vyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Bagian Kedua
Azas Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 4
(1) Keuangan Daerah dikelola berdasarkan azas
ketertiban, ketaatan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggungjawab dengan

i




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat.

Azas cfisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pencapaian keluaran yang maksimum
dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan
terendah untuk mencapai keluaran tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai
keluaran tertentu.

Azas ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan
kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
Azas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pencapaian hasil program dengan target
yang telah di tetapkan, yaitu dengan cara
membandingkan keluaran dengan hasil.

Azas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan
akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah.

Azas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang
atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Azas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan
pendanaannya.

Azas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan

dengan wajar dan proporsional.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 71), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Nomor 4 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 71 Tahun 2017
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2018 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak,

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI LEBAK,
' /
ITI OCTAVIAYJAYABAYA

Diundangkan di Rangkagbitung
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAE BUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 47

% 5
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

APBD merupakan rencana keuangan tahunan vang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Selain sebagai rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah, APBD merupakan instrumen dalam
rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

APBD Kabupaten Lebak harus dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu
diperlukan suatu pedoman guna terselenggaranya tata kelola
Pemerintahan yang baik (good governance] dan terciptanya
Pemerintah yang bersih (clean government] di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebak.

APBD Kabupaten Lebak harus mampu menjawab tantangan
dinamika lingkungan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan
tindakan Pemerintah Daerah yang bersifat fleksibel dalam
mengatasi kondisi tertentu (keadaan kahar/force majeure). Namun
demikian kecepatan dan ketepatan bertindak termaksud harus
senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak sebagai
acuan bagi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan
Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan
pejabat lainnya dalam melaksanakan APBD.

Tujuan Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebak yaitu :

1. Tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah;

2. Tertib pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan
keuangan;

3. Meningkatkan  efisiensi, efektivitas, transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan APBD;

4. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah/PPKD dalam
pengelolaan APBD;
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Seluruh Kepala Perangkat Daerah berkewajiban untuk memahami
dan mematuhi Pedoman Pelaksanaan APBD dengan penuh rasa
tanggung jawab, serta dengan senantiasa mengedepankan
implementasi kaidah-kaidah transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BUPATI LEBAK,

4

ITI OCTAVM JAYABAYA



